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Isi dan Cakupan Laporan Pertanggungjawaban  

Pengurus Koperasi di Indonesia 

Pendahuluan:  

Memahami Esensi Laporan Pertanggungjawaban dalam Tata Kelola Koperasi 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus merupakan dokumen formal yang 

menjadi puncak dari siklus akuntabilitas tahunan dalam sebuah koperasi. Jauh dari 

sekadar pemenuhan kewajiban administratif, LPJ adalah manifestasi dari prinsip-prinsip 

fundamental koperasi: demokrasi, transparansi, dan pertanggungjawaban. Dokumen ini 

berfungsi sebagai rapor kinerja komprehensif dari Pengurus—selaku pemegang kuasa 

Rapat Anggota—kepada para anggota, yang merupakan pemilik kedaulatan tertinggi 

dalam organisasi. Cakupan LPJ secara tradisional meliputi tiga pilar utama: aspek 

kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan, yang secara kolektif memberikan 

gambaran utuh mengenai kesehatan dan arah gerak koperasi selama satu tahun buku. 

Secara fundamental, LPJ adalah pilar utama demokrasi koperasi. Melalui dokumen ini, 

anggota dapat secara efektif mengevaluasi mandat yang telah mereka berikan kepada 

Pengurus. Proses penyampaian, pembahasan, dan pengesahan LPJ dalam forum Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) merupakan wujud nyata dari prinsip "pengelolaan dilakukan 

secara demokratis" sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian. Hal ini selaras dengan kedudukan RAT sebagai "pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam Koperasi". 

Dengan demikian, LPJ memiliki dimensi yang melampaui sekadar laporan keuangan. Ia 

adalah dokumen politik dan hukum dalam konteks tata kelola koperasi. Sifat politisnya 

tercermin dari fungsinya sebagai alat bagi anggota untuk menilai kepercayaan dan kinerja 
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Pengurus. Sifat hukumnya termanifestasi dalam kerangka regulasi yang ketat yang 

mengatur penyusunannya serta konsekuensi yuridis yang timbul dari penerimaan atau 

penolakannya oleh RAT. LPJ menjadi medium formal di mana pertanggungjawaban 

disajikan, dinilai, dan pada akhirnya disahkan, yang membawa implikasi signifikan bagi 

keberlanjutan kepengurusan dan bahkan eksistensi koperasi itu sendiri. 
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Bab I:  

Landasan Yuridis dan Kerangka Hukum Laporan 

Pertanggungjawaban 

Kewajiban penyusunan dan penyampaian LPJ Pengurus tidak lahir dari ruang hampa, 

melainkan didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan berlapis, mulai dari 

undang-undang dasar hingga peraturan menteri teknis. Kerangka ini tidak hanya 

memberikan mandat, tetapi juga mengatur substansi, prosedur, dan konsekuensi dari 

proses pertanggungjawaban tersebut. 

 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Payung Hukum) 

Sebagai landasan utama, UU No. 25 Tahun 1992 meletakkan fondasi kewajiban 

pertanggungjawaban dalam beberapa pasal kunci: 

 Pasal 25: Pasal ini secara eksplisit memberikan hak kepada Rapat Anggota untuk 

"meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas 

mengenai pengelolaan Koperasi." Ketentuan ini adalah dasar hak anggota untuk 

menuntut transparansi dan akuntabilitas. 

 Pasal 30: Menguraikan tugas-tugas Pengurus, yang secara langsung dan tidak 

langsung melahirkan kewajiban pelaporan. Tugas untuk "mengelola Koperasi dan 

usahanya" serta "menyelenggarakan Rapat Anggota" secara inheren mencakup 

kewajiban untuk melaporkan hasil dari pengelolaan tersebut kepada anggota. 

 Pasal 35 dan 36: Menjadi jantung dari kewajiban pelaporan. Pasal ini 

mengharuskan Pengurus untuk menyusun "laporan tahunan" yang memuat 

sekurang-kurangnya "perhitungan tahunan" yang terdiri dari neraca akhir dan 
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perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan, beserta penjelasan atas 

dokumen tersebut. Laporan ini wajib ditandatangani oleh semua anggota 

Pengurus, dan apabila terdapat penolakan untuk menandatangani, alasan 

penolakan tersebut harus dijelaskan secara tertulis. 

 Pasal 37: Menetapkan signifikansi hukum dari pengesahan LPJ. Ditegaskan 

bahwa "Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan 

perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus 

oleh Rapat Anggota". Momen ini secara efektif memberikan pembebasan dan 

pelunasan (acquit et de charge) kepada Pengurus. 

 Pasal 39: Mengatur peran simetris dari Pengawas, yang juga dipilih oleh RAT. 

Pengawas bertugas "melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi" dan "membuat laporan tertulis tentang 

hasil pengawasannya" untuk dipertanggungjawabkan kepada RAT. 

 

Peraturan Pelaksana sebagai Petunjuk Teknis 

Mandat umum dalam UU Perkoperasian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam peraturan 

pelaksana yang lebih teknis dan spesifik, yang menandakan adanya evolusi dan 

dorongan kuat dari pemerintah untuk formalisasi dan profesionalisasi tata kelola koperasi. 

 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi: Peraturan ini dapat dianggap 

sebagai panduan prosedural utama untuk pelaksanaan RAT. Di dalamnya diatur 

secara rinci alur, waktu, dan mekanisme penyampaian LPJ. Salah satu ketentuan 

krusial adalah kewajiban Pengurus untuk mengirimkan materi RAT, termasuk 
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buku LPJ, kepada anggota paling lambat 7 hari sebelum RAT diselenggarakan, 

untuk memastikan anggota memiliki waktu yang cukup untuk mempelajarinya. 

 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan 

Koperasi: Regulasi ini memperkuat fungsi pengawasan eksternal oleh 

pemerintah. Di dalamnya didefinisikan peran Pejabat Fungsional Pengawas 

Koperasi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi, yang mencakup 

aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Laporan hasil 

pemeriksaan ini menjadi masukan penting bagi pembinaan koperasi, meskipun 

perannya berbeda dari Pengawas internal yang dipilih anggota. 

 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan 

Akuntansi Koperasi: Ini adalah peraturan transformatif yang secara fundamental 

mereformasi penatausahaan keuangan koperasi. Peraturan ini mencabut tiga 

peraturan menteri sebelumnya mengenai akuntansi (Permenkop No. 12, 13, dan 

14 Tahun 2015) dan secara tegas mewajibkan koperasi untuk menyusun laporan 

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di 

Indonesia, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). 

 Peraturan Relevan Lainnya: Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 

tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi memberikan konteks tambahan yang 

penting, terutama bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang menekankan 

kewajiban pelaporan periodik dan penerapan manajemen berbasis risiko. 
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Perkembangan regulasi dari UU No. 25 Tahun 1992 yang bersifat prinsipil hingga 

Permenkop No. 2 Tahun 2024 yang sangat teknis menunjukkan pergeseran paradigma. 

Pemerintah secara konsisten mendorong koperasi untuk bergerak dari model yang 

mungkin informal dan berbasis "kekeluargaan" semata, menuju model badan usaha 

profesional yang transparan, terukur, dan akuntabel sesuai standar yang diakui secara 

nasional. 

 

  



 

7 | P a g e  

 

Bab II:  

Anatomi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus: Komponen dan 

Muatan Wajib 

LPJ yang komprehensif harus mencerminkan identitas ganda koperasi sebagai entitas 

sosial (kelembagaan) dan entitas ekonomi (usaha). Oleh karena itu, strukturnya secara 

logis terbagi menjadi dua bagian besar: laporan aspek non-keuangan yang berfokus pada 

organisasi dan operasional, serta laporan aspek keuangan yang menjadi pilar 

akuntabilitas finansial. 

 

Bagian A: Laporan Aspek Non-Keuangan (Kelembagaan dan Operasional) 

Bagian ini menyajikan narasi tentang denyut nadi organisasi di luar angka-angka 

keuangan. Komponennya sekurang-kurangnya meliputi: 

 Pendahuluan: Bagian ini berfungsi sebagai pembuka, yang berisi narasi 

mengenai dasar hukum penyusunan laporan (merujuk pada UU No. 25/1992, 

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dan keputusan RAT 

sebelumnya) serta menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan LPJ 

tersebut. 

 Kelembagaan dan Organisasi: Ini adalah potret kondisi internal organisasi, 

mencakup: 

o Legalitas Koperasi: Informasi yuridis fundamental seperti Nomor Badan 

Hukum, tanggal pengesahan, Nomor Induk Koperasi (NIK), Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), serta detail Anggaran Dasar (AD) dan Perubahan 

Anggaran Dasar (PAD) terakhir. 
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o Struktur Organisasi: Penyajian bagan struktur organisasi yang jelas 

beserta daftar nama lengkap Pengurus, Pengawas, dan 

Pengelola/Karyawan yang menjabat selama tahun buku. 

o Perkembangan Keanggotaan: Data vital yang menunjukkan pertumbuhan 

dan partisipasi anggota. Disajikan dalam bentuk tabel yang 

membandingkan jumlah anggota pada awal tahun, jumlah anggota yang 

masuk, jumlah anggota yang keluar, dan jumlah anggota pada akhir tahun. 

Seringkali, data ini diperkaya dengan rincian demografis seperti komposisi 

gender, kelompok usia, atau profesi untuk analisis yang lebih dalam. 

o Pelaksanaan Rapat-Rapat: Laporan mengenai frekuensi dan ringkasan 

keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan dari rapat-rapat yang telah 

diselenggarakan selama satu tahun, seperti Rapat Pengurus rutin atau 

Rapat Anggota Khusus (RAK). 

 Evaluasi Program Kerja dan Perkembangan Usaha: Bagian ini mengukur 

kinerja riil Pengurus terhadap janji-janji yang telah disetujui dalam RAT 

sebelumnya. 

o Perbandingan Rencana vs. Realisasi: Menyajikan perbandingan antara 

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi 

(RK-RAPBK) yang telah disahkan, dengan realisasi pencapaiannya. 

Analisis varians (selisih) menjadi kunci di sini. 

o Rincian Kinerja Unit Usaha: Menguraikan perkembangan setiap unit 

usaha yang dimiliki koperasi (misalnya, Unit Simpan Pinjam, Unit Toko 

Konsumen, Unit Jasa Transportasi). Pelaporan harus menggunakan metrik 
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yang relevan, seperti volume pinjaman yang disalurkan, jumlah anggota 

peminjam, omzet penjualan toko, margin keuntungan, dan tingkat 

partisipasi anggota di setiap unit. 

 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut: Komponen ini adalah ujian 

sesungguhnya dari transparansi dan akuntabilitas. Pengurus wajib secara terbuka 

menguraikan berbagai hambatan, masalah, dan tantangan yang dihadapi selama 

tahun buku. Lebih penting lagi, laporan ini harus disertai dengan penjelasan 

mengenai solusi atau upaya penyelesaian yang telah dan akan dilakukan. Ini 

menunjukkan akuntabilitas yang proaktif dan kemauan untuk belajar dari 

pengalaman. 

 

Bagian B: Laporan Aspek Keuangan (Pilar Akuntabilitas Finansial) 

Ini adalah bagian paling krusial dari LPJ yang kini telah direformasi secara signifikan oleh 

regulasi terbaru, mendorong koperasi untuk beroperasi dengan tingkat akuntabilitas yang 

setara dengan entitas bisnis privat lainnya. 

 Mandat di Bawah Permenkop No. 2 Tahun 2024: Peraturan ini menjadi acuan 

tunggal dan modern untuk akuntansi koperasi. Ia secara tegas mewajibkan 

koperasi menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI). 

 Standar Akuntansi Wajib: 

o Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), serta Unit Simpan 
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Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), diwajibkan untuk menerapkan 

SAK Entitas Privat (SAK EP). Kewajiban ini harus dipenuhi paling lambat 

untuk penyusunan laporan keuangan tahun buku 2025. 

o Koperasi Sektor Riil, standar yang digunakan adalah SAK yang diatur oleh 

instansi pembina sektor usahanya. Namun, jika belum ada pengaturan 

spesifik, koperasi tersebut dapat memilih untuk menggunakan SAK Umum, 

SAK EP, atau SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 

sesuai dengan skala dan kompleksitasnya. 

 Komponen Laporan Keuangan Wajib (sesuai SAK EP): 

o Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menyajikan posisi aset, liabilitas 

(kewajiban), dan ekuitas koperasi pada tanggal tertentu (akhir periode 

pelaporan). 

o Laporan Perhitungan Hasil Usaha (Laba Rugi): Menyajikan seluruh 

pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode untuk 

menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak. 

o Laporan Perubahan Ekuitas: Menunjukkan seluruh perubahan pada 

ekuitas (modal sendiri) koperasi selama periode, termasuk setoran 

simpanan wajib, pembagian SHU, dan pembentukan dana cadangan. 

o Laporan Arus Kas: Memberikan informasi mengenai sumber dan 

penggunaan kas koperasi yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

o Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan. CaLK berisi ringkasan kebijakan 
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akuntansi signifikan yang digunakan dan informasi penjelasan lainnya yang 

relevan untuk memahami angka-angka yang disajikan dalam empat 

laporan utama. 

 Kewajiban Audit Eksternal: Permenkop No. 2 Tahun 2024 Pasal 12 menetapkan 

bahwa laporan keuangan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang dalam 

satu tahun buku memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah), wajib diaudit oleh Akuntan Publik (AP) yang terdaftar di Kementerian 

Koperasi dan UKM. Kewajiban audit ini, sama seperti penerapan SAK EP, harus 

dipenuhi paling lambat untuk laporan keuangan tahun buku 2025. 
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Bab III:  

Peran Krusial Pengawas dalam Mekanisme Pertanggungjawaban 

Dalam arsitektur tata kelola koperasi, Pengawas memegang peranan yang sangat 

strategis sebagai instrumen check and balance internal. Mereka adalah mata dan telinga 

anggota untuk memastikan bahwa Pengurus menjalankan amanat RAT dengan baik dan 

benar. 

 

Tugas dan Wewenang Pengawas Internal 

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT, serta bertanggung jawab langsung 

kepada RAT, bukan kepada Pengurus. Posisi ini memberikan mereka independensi 

untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu: 

 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 

koperasi yang dijalankan oleh Pengurus. 

 Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi untuk memastikan 

kebenaran dan kepatuhannya. 

 Memberikan koreksi, saran, dan peringatan kepada Pengurus jika ditemukan 

adanya penyimpangan atau potensi masalah. 

 Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya untuk disampaikan dan 

dipertanggungjawabkan dalam RAT. 

 

Struktur dan Isi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) adalah dokumen pertanggungjawaban terpisah yang 

disusun dan disampaikan oleh Pengawas dalam RAT. Laporan ini berfungsi sebagai 
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pandangan kedua atau penyeimbang terhadap klaim kinerja yang disajikan dalam LPJ 

Pengurus. Struktur umumnya meliputi: 

 Pendahuluan: Menjelaskan dasar hukum (AD/ART, UU Perkoperasian) dan 

tujuan dilakukannya pengawasan. 

 Hasil Pemeriksaan: Menguraikan temuan pengawasan yang dikelompokkan 

berdasarkan aspek-aspek kunci, seperti: 

o Aspek Hukum dan Kelembagaan: Verifikasi legalitas, kepatuhan 

terhadap AD/ART, pelaksanaan rapat-rapat, dan administrasi 

keanggotaan. 

o Aspek Usaha dan Manajemen: Evaluasi terhadap kinerja operasional 

setiap unit usaha, pencapaian target, dan efektivitas manajemen. 

o Aspek Keuangan dan Permodalan: Pemeriksaan terhadap catatan 

keuangan, verifikasi kas (cash opname), analisis pertumbuhan modal, dan 

evaluasi pengelolaan aset. 

 Analisis Kinerja: Pengawas seringkali melakukan analisis sederhana terhadap 

rasio-rasio keuangan (seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas) untuk 

memberikan penilaian kuantitatif atas kesehatan keuangan koperasi. 

 Kesimpulan dan Rekomendasi: Ini adalah bagian terpenting dari LHP. 

Pengawas merangkum seluruh temuan dalam sebuah kesimpulan dan 

memberikan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti kepada RAT 

untuk perbaikan di masa mendatang. 
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LHP sebagai Instrumen Check and Balance 

Kehadiran dua laporan (LPJ Pengurus dan LHP Pengawas) dalam forum RAT 

menciptakan sebuah mekanisme verifikasi internal yang kuat. Anggota tidak hanya 

menerima informasi sepihak dari Pengurus, yang secara inheren memiliki potensi bias 

dalam melaporkan kinerjanya sendiri. Anggota juga menerima laporan verifikasi dari 

Pengawas, yang bertindak sebagai "wakil auditor" dari para anggota. Dengan 

membandingkan kedua laporan ini, anggota dapat mengidentifikasi area yang 

memerlukan klarifikasi lebih lanjut, menemukan potensi inkonsistensi, dan pada akhirnya 

membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memberikan atau menolak persetujuan 

LPJ. Mekanisme ini sangat vital, terutama bagi koperasi-koperasi yang belum masuk 

dalam kategori wajib audit eksternal, karena memperkuat fungsi pengawasan dari bawah 

(bottom-up) dan memastikan akurasi informasi yang diterima oleh pemilik kedaulatan 

koperasi. 
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Bab IV: 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Forum Tertinggi Pengesahan 

Pertanggungjawaban 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah arena utama di mana demokrasi koperasi 

diwujudkan. Ini adalah forum di mana Pengurus dan Pengawas 

mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan anggota menjalankan hak kedaulatannya 

untuk menilai, mengkritik, dan memutuskan. Alur prosesnya diatur secara ketat untuk 

menjamin keabsahan dan kualitas keputusan. 

 

Alur Proses RAT Terkait Pertanggungjawaban 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19/2015, alur proses RAT terkait 

LPJ adalah sebagai berikut: 

 Tahap Pra-RAT (Periode Kritis): Pengurus, sebagai penyelenggara RAT, wajib 

mengirimkan undangan resmi beserta seluruh materi rapat kepada anggota. 

Materi ini harus mencakup buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan 

Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas. Pengiriman ini harus dilakukan 

selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RAT. Periode ini 

sangat krusial karena memberikan kesempatan kepada anggota untuk 

mempelajari, menganalisis, dan mempersiapkan pertanyaan atau tanggapan yang 

substantif. Tanpa periode persiapan yang memadai, terutama dengan laporan 

yang semakin kompleks seiring penerapan SAK EP, partisipasi anggota berisiko 

menjadi seremonial belaka. Kepatuhan terhadap aturan 7 hari ini adalah prasyarat 

fundamental bagi terwujudnya RAT yang berkualitas. 
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 Tahap Pelaksanaan RAT: 

o Pembukaan dan Penetapan Pimpinan Sidang: Rapat dibuka dan 

dipimpin oleh seorang pimpinan sidang (ketua dan sekretaris) yang dipilih 

dari dan oleh anggota yang hadir, dan bukan berasal dari unsur Pengurus 

atau Pengawas untuk menjaga netralitas. 

o Penyampaian Laporan: Pengurus mendapatkan kesempatan pertama 

untuk memaparkan Laporan Pertanggungjawabannya. Setelah itu, giliran 

Pengawas menyampaikan Laporan Hasil Pengawasannya. 

 Tahap Pembahasan (Pandangan Umum): Setelah kedua laporan disampaikan, 

pimpinan sidang membuka sesi pandangan umum atau tanya jawab. Pada tahap 

inilah anggota menggunakan haknya untuk meminta klarifikasi, mengajukan 

pertanyaan mendalam, memberikan kritik, serta menyampaikan saran-saran 

konstruktif terkait kinerja Pengurus dan temuan Pengawas. 

 Tahap Pengambilan Keputusan: 

o Mekanisme: Keputusan untuk menerima atau menolak LPJ Pengurus dan 

Laporan Pengawas diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil 

melalui mekanisme pemungutan suara (voting). 

o Prinsip One Member, One Vote: Dalam pemungutan suara di koperasi 

primer, setiap anggota memiliki hak satu suara yang sama, tanpa 

memandang jumlah simpanan atau modal yang dimilikinya. Ini adalah 

penegasan prinsip kesetaraan dan demokrasi dalam koperasi. 
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Signifikansi Hukum "Pengesahan" 

Persetujuan atau pengesahan LPJ oleh RAT memiliki implikasi hukum yang sangat 

penting. Sesuai Pasal 37 UU No. 25/1992, pengesahan ini secara hukum berarti 

"penerimaan pertanggungjawaban Pengurus". Hal ini memberikan pembebasan dan 

pelunasan (acquit et de charge) kepada jajaran Pengurus dan Pengawas atas segala 

tindakan pengelolaan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang 

telah lewat. Namun, pembebasan ini tidak berlaku mutlak; hal ini tidak melindungi 

Pengurus atau Pengawas dari tuntutan hukum jika di kemudian hari ditemukan adanya 

bukti perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang mereka lakukan. 
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Bab V:  

Konsekuensi Hukum dan Tata Kelola:  

Implikasi Penolakan LPJ dan Wanprestasi 

Sistem pertanggungjawaban dalam koperasi memiliki mekanisme eskalasi yang jelas jika 

terjadi kegagalan. Penolakan LPJ oleh RAT menjadi sinyal bahaya (red flag) yang 

memicu serangkaian prosedur, baik di tingkat internal koperasi, administratif oleh 

pemerintah, hingga proses hukum di pengadilan. 

 

Prosedur Internal Jika LPJ Ditolak RAT 

Penolakan LPJ tidak serta-merta membuat RAT berakhir tanpa solusi. Sebaliknya, ini 

adalah awal dari proses penyelesaian masalah yang lebih mendalam: 

 Pembentukan Tim Verifikasi: Sesuai amanat Permenkop No. 19/2015, jika LPJ 

ditolak (sebagian atau seluruhnya), Rapat Anggota berwenang untuk membentuk 

sebuah tim verifikasi. Tim ini, yang terdiri dari anggota, bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan lebih lanjut atas poin-poin yang menjadi alasan penolakan. 

 Penundaan RAT atau Tuntutan Audit Eksternal: Praktik di lapangan 

menunjukkan beberapa jalur yang bisa ditempuh. RAT dapat memutuskan untuk 

menunda sidang (skorsing) guna memberikan waktu bagi Pengurus untuk 

memperbaiki laporannya berdasarkan masukan anggota. Alternatif lain yang lebih 

kuat, terutama jika penolakan disebabkan oleh keraguan atas data keuangan, 

adalah keputusan RAT untuk menuntut dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang independen sebagai syarat untuk melanjutkan pembahasan 

LPJ. 
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 Mosi Tidak Percaya dan Pergantian Kepengurusan: Penolakan LPJ seringkali 

merupakan puncak dari ketidakpuasan anggota terhadap kinerja Pengurus. Hal ini 

dapat berujung pada mosi tidak percaya, yang memaksa seluruh jajaran Pengurus 

untuk mengundurkan diri atau diberhentikan oleh RAT, diikuti dengan pemilihan 

kepengurusan baru dalam forum yang sama atau dalam Rapat Anggota Luar 

Biasa (RALB). 

 

Sanksi Administratif dari Pemerintah 

Kegagalan dalam siklus pertanggungjawaban juga memicu intervensi dari regulator, yaitu 

Dinas Koperasi dan UKM. Jika sebuah koperasi gagal menyelenggarakan RAT sesuai 

jadwal yang ditentukan (paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir), pemerintah 

akan menerapkan sanksi administratif secara bertahap. Proses ini dimulai dengan 

pengiriman surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Apabila peringatan tersebut 

tetap tidak diindahkan, koperasi tersebut menghadapi risiko sanksi yang lebih berat, yaitu 

pembekuan sementara izin usaha hingga rekomendasi pembubaran badan hukum 

koperasi. 

 

Risiko Hukum bagi Pengurus Secara Pribadi 

Tanggung jawab Pengurus tidak berhenti pada level organisasi. Dalam kondisi tertentu, 

mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi: 

 Gugatan Perdata: Apabila penolakan LPJ disebabkan oleh adanya kerugian 

finansial yang dialami koperasi atau anggota akibat kelalaian, kesalahan 

manajemen, atau pelanggaran AD/ART oleh Pengurus, anggota dapat 
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mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum atau 

wanprestasi terhadap Pengurus secara pribadi atau kolektif. 

 Tuntutan Pidana: Jika dalam proses verifikasi atau audit ditemukan adanya unsur 

kesengajaan yang merugikan, seperti penggelapan dalam jabatan, pemalsuan 

data dalam laporan keuangan, atau praktik penipuan berkedok koperasi 

(misalnya investasi bodong), maka Pengurus dapat dijerat dengan tuntutan 

pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 Kepailitan: Dalam kasus di mana koperasi mengalami gagal bayar yang parah 

dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada anggota (misalnya, simpanan 

tidak bisa ditarik) dan kreditur lainnya, pihak-pihak yang dirugikan tersebut berhak 

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi ke Pengadilan 

Niaga. Jika permohonan ini dikabulkan, seluruh aset koperasi akan disita dan 

dikelola oleh kurator untuk membayar utang-utang koperasi. 

Rangkaian mekanisme eskalasi ini menunjukkan bahwa proses LPJ dan RAT bukanlah 

sekadar acara internal. Kegagalan dalam proses ini memiliki konsekuensi nyata yang 

berjenjang, mulai dari koreksi internal, sanksi administratif oleh pemerintah, hingga 

berujung pada pertanggungjawaban hukum perdata dan pidana bagi Pengurus. 
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Bab VI:  

Praktik Terbaik dan Rekomendasi Penyusunan LPJ yang Akuntabel 

Menciptakan siklus pertanggungjawaban yang sehat dan efektif memerlukan komitmen 

dan sinergi dari seluruh perangkat organisasi koperasi. Masa depan akuntabilitas 

koperasi terletak pada tiga pilar utama: Pengurus yang patuh pada standar profesional, 

Pengawas internal yang proaktif dan kompeten, serta Anggota yang terliterasi dan aktif 

berpartisipasi. Kelemahan pada salah satu pilar akan meruntuhkan seluruh bangunan 

tata kelola. 

 

Pencapaian Untuk Pengurus: Menuju Transparansi dan Kepatuhan 

 Adopsi Penuh Standar Akuntansi: Langkah pertama dan paling fundamental 

adalah kepatuhan penuh terhadap Permenkop No. 2 Tahun 2024. Pengurus 

harus memastikan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAK EP 

(untuk KSP/USP) atau SAK lain yang relevan. Ini bukan lagi pilihan, melainkan 

kewajiban hukum. Menginvestasikan sumber daya untuk pelatihan akuntansi bagi 

staf atau menggunakan jasa akuntan profesional adalah langkah strategis. 

 Transparansi Proaktif dalam Pelaporan: LPJ yang baik tidak hanya menyajikan 

data, tetapi juga menyajikan analisis. Pengurus sebaiknya secara proaktif 

membandingkan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan dengan 

target yang ditetapkan dalam RK-RAPBK. Setiap selisih atau varians yang 

signifikan harus dijelaskan penyebabnya dan langkah perbaikan yang akan 

diambil. 
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 Kejujuran Radikal dalam Mengakui Masalah: Kepercayaan anggota tidak 

dibangun dengan menyajikan gambaran yang selalu sempurna. Sebaliknya, 

Pengurus harus secara jujur dan terbuka melaporkan setiap kegagalan, 

hambatan, dan masalah yang dihadapi. Mengakui masalah dan menyajikan 

rencana solusi yang jelas akan membangun kredibilitas dan kepercayaan yang 

jauh lebih besar daripada upaya menyembunyikannya. 

 

Pencapaian Untuk Pengawas: Menjadi Garda Terdepan Pengawasan Internal 

 Pengawasan Berbasis Risiko dan Berkelanjutan: Fungsi pengawasan tidak 

boleh hanya aktif menjelang RAT. Pengawas harus menerapkan jadwal 

pengawasan berkala (misalnya, triwulanan atau semesteran) dan memfokuskan 

pemeriksaannya pada area-area yang memiliki risiko tinggi, seperti pengelolaan 

kas, piutang macet, atau kepatuhan terhadap regulasi baru. 

 Laporan yang Substantif dan Konstruktif: Laporan Hasil Pengawasan harus 

lebih dari sekadar daftar periksa. Laporan harus berisi analisis mendalam atas 

temuan dan, yang terpenting, memberikan rekomendasi yang konkret, terukur, 

dan dapat ditindaklanjuti oleh Pengurus dan RAT. Menggunakan format laporan 

yang direkomendasikan oleh dinas koperasi atau praktik terbaik dapat menjadi 

acuan yang baik. 

 

Pencapaian Untuk Anggota: Menjadi Pemilik yang Kritis dan Terinformasi 

 Tingkatkan Literasi dan Persiapan: Anggota sebagai pemilik tertinggi harus 

mengambil inisiatif untuk meningkatkan pemahaman mereka, terutama literasi 
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keuangan. Manfaatkan periode 7 hari pra-RAT untuk benar-benar membaca dan 

memahami LPJ. Pembentukan kelompok-kelompok diskusi kecil antar anggota 

sebelum RAT dapat menjadi cara efektif untuk membahas laporan dan 

merumuskan pertanyaan bersama. 

 Partisipasi Aktif dan Berbasis Data: Dalam forum RAT, anggota harus 

berpartisipasi secara aktif. Ajukan pertanyaan yang substantif dan berbasis data 

yang diambil dari laporan yang telah dibagikan. Jangan ragu untuk meminta 

klarifikasi mendalam dan menantang asumsi atau klaim yang dibuat oleh 

Pengurus. 

 

Rekomendasi Tambahan: Audit Eksternal Sukarela 

Bagi koperasi yang berdasarkan peraturan belum diwajibkan untuk diaudit oleh Akuntan 

Publik (misalnya, KSP dengan modal di bawah Rp 5 miliar), mempertimbangkan untuk 

melakukan audit eksternal secara sukarela adalah sebuah praktik terbaik. Laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh pihak ketiga yang independen akan secara signifikan 

meningkatkan tingkat kepercayaan dan kredibilitas koperasi, tidak hanya di mata 

anggota, tetapi juga di mata pihak eksternal seperti lembaga perbankan, investor, dan 

mitra bisnis. 

 Pontianak,     Juli 2025 

Henry H. I. Kalis, SE, MAk 

Narasumber 

  

 


